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PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

NOMOR 05 TAHUN 2006 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 
 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistim, 

jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai 
upaya peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pendapatan 
Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu menyesuaikan 
Nomenklatur yang baru; 

  
b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang lama sudah 
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu 
dipandang perlu menetapkan kembali Retribusi Penjualan 
Produksi Usaha Daerah dengan Pengaturan Daerah. 

 
Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan  
  Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan  
  Selatan dan Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Tahun 1956 
  Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106); 
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2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Jo. Undang-
Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286): 

 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

 
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4400); 

 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437); 

 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Parimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara  Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3952); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4139); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

 
13.  Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4330); 

 
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 

tentang Pedomam Penyusunan, Pertanggung Jawaban dan 
Pengawasan Keuangan Daerah SertaTata Cara Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata 
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persetujuan 
Penetapan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Timir menjadi Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Penjualan Ptoduksi Usaha Daerah dan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank 
Pembangunan Daerah Kalimantan Timur. 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
dan 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN   DAERAH  TENTANG  RETRIBUSI  PENJUALAN 
PRODUKSI USAHA DAERAH. 
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BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur; 

 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangakat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah; 
 
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara an urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Negara RI Tahun 1945; 

 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai 
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah: 

 
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur; 
 
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Pereskutuan, Perkumpulan, 
Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang 
sejenis, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya; 

 
7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 

adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi 
Pemerintah Daerah antara lain bibit / benih ikan dan udang, bibit / benih tanaman, 
bibit / benih ternak dan produksi usaha daerah lainya; 

 
8. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Penjualan hasil Produksi usaha 

Pemerintah Daerah; 
 
9. Wajib retribusi daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan 

Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi; 
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10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi; 

 
11. Surat Tagihan Retribusu Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk 

melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau 
denda; 

 
12. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus 

dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan 
pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi; 

 
13. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat 
Tagihan Retribisi Daerah ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan 
batas waktu yang telah ditentukan; 

 
14. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi 

Daerah yang diawali dengan penyampaian surat penagihan, surat teguran yang 
bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan 
jumlah retribusi yang tertuang; 

 
15. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang 

tercantum pada surat tagihan retribusi daerah, surat ketetapan retribusi lebih 
bayar atau surat ketetapan retribysi daerah kurang bayar tambahan yang belum 
kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang; 

 
16. Kadaluarsa adalah suatu alat unutk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan 

dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat 
yang ditentukan oleh undang-undang; 

 
17. Penyidikan tindak pidanaadalah serangkain tindakan yang dilakukan oleh 

penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuta terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya; 

 
18. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai 

Negreri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk 
melakukan penyidikan. 

 
 

BAB II 
 

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI 
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